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PERSEMBAHAN

~ Yang Utama Dari Segalanya

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada
- Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikat dan
karunia-Nya yang tak pernah putus dalam setiak detik kehidupan hamba.
— Tanpa pertolongan dan izin-Nya, hamba tidak akan pernah mampu melalui
> seluruh proses perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam setiap masa sulit, Allah selalu memberikan jalan keluar. Dalam setiap
— rasa putus asa, Allah menghadirkan harapan. Dan dalam setiap usaha hamba,
& Allah memberikan hasil yang sesuai dengan kemampuan dan ketulusan hati.
) Segala pencapaian ini adalah milik-Nya.

Y Sholawat beserta salam juga tak lupa dihadiahkan kepada junjungan alam

g yakni Nabi Besar Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam, Assalamualaika ya
Rasulullah, Assalamualaika ya Habiballah.

llw ejdido jeH @

A1

~ Orang Tua Tercinta

Dengan penuh rasa cinta, hormat dan terima kasih yang mendalam, Ananda
mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua Ananda tercinta, ayah dan ibu.
Terima kasih atas kasih sayang yang tanpa syarat, doa yang tak pernah henti
mengalir, serta dukungan moral, spritual, dan materi yang tiada habisnya sejak
awal pendidikan hingga hari ini. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang
selalu percaya bahwa ananda mampu, bahkan ketika ananda sendiri ragu. Ayah
dan ibu adalah tempat ananda kembali ketika semua terasa berat. Segala
perjuangan, waktu, tenaga, dan pengorbanan ayah dan ibu adalah alasan
terbesar ananda untuk tidak menyerah. Ayah dan ibu adalah sumber semangat
terbesar ananda, dan ananda sadar bahwa tanpa kalian, ananda tidak akan
menjadi seperti sekarang.

IS 23e3S

Skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan salah satu langkah dari
perjalanan panjang yang masih akan terus ananda lalui. Namun pada tahap ini,
izinkan ananda mempersembahkan hasil kerja keras ini kepada Allah SWT

sebagai bentuk rasa syukur, dan kepada kedua orang tua ananda sebagai
bentuk cinta dan balas budi yang mungkin tidak akan pernah bisa terbayar
sepenuhnya. Semoga ayah dan ibu senantiasa diberi kesehatan, keberkahan

umur, dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

ure

Terimakasih ayabh....... Terimakasih ibu
Ananda sangat menyayangi ayah dan ibu

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak
orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin
Yaa Rabbal’aalamiin....
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ABSTRAK

1a Melati, (2025): Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi
Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah

H 1w BN'EHBH@

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1
Ta}éun 2017 tentang advokasi hakim yang dilaksanakan oleh Penghubung Komisi
Yudisial Riau. Meskipun sudah ada Peraturan Komisi Yudisial tentang advokasi
hakim masih ada perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat
hakim yaitu dengan melakukan kekerasan terhadap hakim, meneror hakim, dan
lam sebagainya. Dari latar belakang permasalahan sehingga peneliti tertarik untuk
méheliti kinerja Penghubung Komisi Yudisial dalam melaksanakan advokasi
hakim.

o Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan
adyokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau, apa saja faktor yang
meémpengaruhi pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial
Riau, dan perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan advokasi hakim oleh
Penghubung Komisi Yudisial Riau.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa
observasi dan wawancara. Sumber data sekunder dalam Penelitian ini berupa
jurnal, artikel, dan buku. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini
berjumlah 4 orang yaitu pejabat Penghubung Komisi Yudisial Riau. Teknik
pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis
data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan
penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan advokasi hakim oleh
Pe%)ghubung Komisi Yudisial Riau sudah berjalan baik (optimal). Penghubung
Kemisi Yudisial Riau hanya sebatas menerima dan mencatat laporan permohonan
adnoka51 hakim, telaah awal laporan permohonan advokasi hakim dan
mgpgumpulkan informasi terkait laporan permohonan advokasi hakim. Adapun
yag menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan advokasi hakim berupa kerja
sama dan keterbukaan terkait PMKH, komunikasi yang baik, sedangkan yang
ménjadi faktor penghambat berupa terbatasnya SDM, anggaran yang minim,
paznghubung Komisi Yudisial Riau tidak dapat melaksanakan tugas secara mandiri,
daai hakim cenderung menyimpan peristiwa yang terkait PMKH. Perspektif fiqih
mgasah dalam pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial
Ri@u merupakan bagian dari prinsip siyasah syar'iyyah yang bertujuan untuk
mglhlegakkan keadilan (al-‘adl) dan menjaga stabilitas pemerintahan serta
ketgrtiban umum.

£g uejn

Kata kunci: Advokasi Hakim, Komisi Yudisial, Figih Siyasah
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©

g KATA PENGANTAR

==

o

=

o

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

=  Allahamdulillahi Rabbil’alamiin penulis bersyukur atas kehadirat Allah
=

SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan,
(0))

ke‘(gikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, schingga penulis dapat
mezlyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh
Pégh'ghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Figih Siyasah” dapat di selesaikan sesuai yang
diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap
tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para
pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang

mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal ‘Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat

3T

untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata
@
Ngara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan

ih@ dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati

=)
yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi
]

-t

kefé:_empurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak
<

lugut dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin
w

e
mengucapkan terimakasih kepada:
=~
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Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Muhammad Syaminsyah dan Ibunda
Syafria Erita dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan
dukungan baik secara moril dan materil untuk kesuksesan penulis dalam
menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu
Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau,
Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska
Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor
III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang
telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN
Suska Riau.
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©

T BAB I

Q)

: PENDAHULUAN
2

®

A._ Latar belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum.' Di

n

— mana suatu negara hukum mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan

N

g’bemegara harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
%di suatu wilayah negara tersebut. Salah satu aktvitas hukum itu terjadi pada
?pengadilan yang mana, Pengadilan adalah badan atau lembaga resmi yang
- menjalankan sistem hukum dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskan
kasus. Sistem peradilan yang dijalankan pengadilan adalah forum publik
resmi dan didasarkan pada hukum acara Indonesia.
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan kekuasaan pengadilan
independen untuk menjalankan keadilan guna menegakkan hukum dan
keadilan (Pasal 24 (1) setelah amandemen).3 Kekuasaan kehakiman

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Repuplik Indonesia, badan hukum lain

yang berada dibawah Mahkamah Agung (Pengadilan Umum, Pengadilan Tata

dTUIR]S] 3}€}S

saha Negara, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama) dan Mahkamah

)
~

onstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di pengadilan diserahkan

kepada badan peradilan.

ng jo Ajrsiaa

"Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945 Adalah Nama

ReSihi Konstitusi Indonesia, Untuk Memudahkan, Selanjutnya Disebut UUD 1945
o

= ’Mahkamah Agung, “Pengadilan”, https:/pn-larantuka.go.id/main/index.php/tentang-

p_e%adilan, diakses pada 18 Maret 2024.

= *Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, lembaran UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 tentang

kekKiasaan kehakiman.
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Kekuaasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol
terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum. Sedemikian pentingnya
lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum sehingga mutlak diperlukan

-suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak sekedar asa, memiliki

fasilitas yang diperlukan, ataupun menyelesaikan perkara yang muncul

NInijlw ejdio yeq @

o, tetapi lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih

n

idan berwibawa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan
©

;1;;keadilan.4
=
= Di dalam pengadilan yang memiliki wewenang untuk

menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, sampai dengan
mengadili perkara merupakan tugas dari seorang Hakim. Oleh sebab itu
hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak semua pihak baik
perorangan, kelompok dapat menerima putusan tersebut. Sehingga hakim
cenderung mendapat perlakuan yang tidak baik seperti kekerasan,
penghinaan, demontrasi yang ditunjukan kepada hakim.

Dilihat dari permasalahan yang muncul dalam penegakkan hukum
_yang ada di Indonesia masih banyak terjadi kasus seperti pelanggaran Hak
Asasi Manusia, Kolusi Korupsi dan Nepotisme, dan bentuk pelanggaran

ringan dan berat lainnya. Maka dalam menjawab persoalan tersebut lahirlah

ISIDATU[) DTUIR]S] 3}€}S

sebuah lembaga baru yang bernama Komisi Yudisial sesuai amandemen ke III

Undang- Undang Dasar 1945 yang termaktub dalam Pasal 24B Ayat (1).

S ufej[ng jo A3

*Oddie Moch Ikhsan, et.al, Efektifitas Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial (Study

Péﬁode 2016-2017), Jurnal Unimma, Vol. 13, No. 1,(2017) h. 11

*Adies Kadir, Menyelamatkan Wakil Tuhan, (Jakarta: Merdeka Book, 2018), h. 7.
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Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial diberikan dua
kewenangan konstitutional, yaitu untuk melakukan seleksi calon
Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan
:menegakan keluhuran martabat dan perilaku hakim. Komisi Yudisial

meyakini bahwa perbaikan dunia peradilan harus dilakukan melalui

NInilw ejdio yey @

mpendekatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, penafsiran terhadap konsep

n

i“Menjaga dan Menegakan” menjadi penting untuk diterjemahkan dalam
©
obeberapa langkah strategis guna mendukung reformasi peradilan yang saat

g ini sedang berjalan.6
Diharapkan dengan hadirnya Komisi Yudisial dapat menjadi titik
terang dalam menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan bentuk
pelanggaran yang terjadi pada penegak hukum dalam pengawasan kualitas,
integritas, serta etika hakim dan membantu presiden dalam memberi saran
untuk pengangkatan dan pemberhentian calon Hakim Agung.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berperan penting

dalam penyelenggaraan peradilan yangg mandiri melalui pengangkatan hakim

TUrefsy aje}s

tinggi dan pengawasan peradilan yang transparan dan partisipatif untuk
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta perilaku hakim.

Tercantum dalam UU RI nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

memiliki Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial. Seiring

waktu lahirlah UU RI nomor 18 tahun 2011 atas perubahan UU RI Komisi

-

Yudisial yang lama. Selain untuk mengatasi kekosongan hukum setelah

S Aztri Fithrayani Alam, Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Indonesia

efghubung Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih, Jurisprudentie, Vol. 5, No. 1, (2018), h. 218.

neny wisey giedd uejing jo AJrsIaarupn d
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@)

gputusan Mahkamah Konstitusi, juga mempertegas kedudukan Komisi
==
o Yudisial sebagai lembaga negara yang kewenangannya langsung berasal dari
1)
o Konstitusi. Hal ini jelas mempertegas kewenangan Komisi Yudisial untuk

=]
— melakukan pemantauan perilaku Hakim termasuk pengawasan yang represif.

=
— Komisi Yudisial dapat memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap

kode etik dan perilaku hakim, serta Komisi Yudisial juga wajib mengambil
tindakan hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau masyarakat.”

Sebagai pengawas  eksternal, Komisi Yudisial menjalankan

Nely ejsng NI

wewenang dan tugasnya berupa pengawasan preventif dalam bentuk
seleksi hakim agung sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang
berupa mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain berupa
pengawasan preventif, Komisi Yudisial juga mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim sebagaimana dimuatkan dalam Pasal 24B 2

Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (code of
law), namun merupakan lembaga penegak norma etik (code of ethics), Lebih
tepatnya berkaitan dengan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku
hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman

secara institusional.’ Kewenangan Komisi Yudisial sudah diatur dalam Pasal

JISI9ATU) JIWIR]S] 9}e])g

< 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

S3io

= "Marsitiningsih dan Ardiana Hidayah, Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan

Keélihuran Harkat Dan Martabat Hakim, (Universitas Palembang, 2017), h. 61.
o

= 80rien Effendi, Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku

Haqam Jurnal Politica, Vol. 7, No. 2, (2020), h. 93.

m %Suparto, Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi

Yu'a;slal Perancis, UIR Law Review, Vol. 03 No. 01, (2019), h. 22..
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@)

iundang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dikatakan bahwa

o
o a.
=
=
= b.
Zz
w
=
@ C.
P
Q
Py
Q
c d.

e
o Komisi Yudisial Mempunyai wewenang;:

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di
mahamah agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan;

Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim,;

Menetapkan Kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim bersama-
sama dengan mahkamah agung; dan

Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/ atau pedoman
perilaku hakim

Komisi Yudisial juga memiliki tugas yang diatur dalam pasal 20 ayat

(1) undang- undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang komisi yudisial yang

mengatur bahwa:'°

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
g'-) b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran
=
o
= kode etik dan pedoman perilaku hakim;
3
= C. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan
=2
g dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara
r<u tertuttup;
-
.
< d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan
=X . .
(05 pedoman perilaku hakim;
=
=~
=
(f a
!
= YKomisi Yudisial, Wewenang dan Tugas, KY | Wewenang dan Tugas

=

ttps:// www.komisiyudisial.go.id/. diakses pada tanggal 15 mei 2024.
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e. Mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lan terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial dalam menjalankan perannya di daerah dibantu oleh
kantor penghubung. Keberadaan penghubung di daerah memiliki posisi yang
strategis mengingat Komisi Yudisial hanya berada di ibu kota negara.

Sementara, tugasnya melakukan pengawasan perilaku hakim di semua

eysng NIn!lw ejdid ey @

-0 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dengan jumlah hakim sekitar 8.000

e

< orang. Tentu saja Komisi Yudisial akan mengalami keterbatasan jika tidak
didukung oleh penghubung di daerah. Belum lagi kewenangan Komisi
Yudisial mengalami perluasan melalui beberapa peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, penghubung Komisi Yudisial di daerah dibentuk
agar memudahkan pekerjaan Komisi Yudisial pusat berdasarkan Pasal 3 ayat
(2) UU RI nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi “Komisi Yudisial dapat
mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.”**
Berdasarkan peraturan Komisi Yudisal Nomor 1 Tahun 2017, pasal 4
yaitu Penghubungan Komisal Yudisial membantu tugas Komisil Yudisial:*?
a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

b) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan

pelanggaran kode etika dan /atau pedoman perilaku hakim;

"Melia Melati, Laporan Magang Penghubung Komisi Yudisial Riau 2023, h.9.

Ag uej[ng Jo AJISIdATU() DTUIR]S] d)¥}S

2K omisi Yudisial, Peraturan Komisi yudisial No. 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik

Inddnesia Tahun 2018 Nomor 195 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung
Kdmiisi Yudisial di daerah, Pasal 4 Point D.
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C) Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH
secara tertutup

d) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komisi yudisial.

Fokus penelitian ini pada point D yaitu yang berbunyi mengambil

eysng NIn!jlw ejdid ey @

-0 langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok

e

€ orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran
martabat hakim.

Komisi Yudisial jalankan fungsi menjaga dan menegakkan Secara
seimbang wewenang tersebut, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung
dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ™ Upaya advokasi
hakim ini sudah diatur dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013
tentang Advokasi Hakim, didalam peraturan ini dijelaskan beberapa tindakan
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diantaranya yaitu pada Pasal 1 angka 1
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim
bahwa Komisi Yudisial akan mengambil langkah hukum dalam hal
melaporkan perseorangan, kelompok orang dan badan hukum terkait kepada
penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang

berlaku.

TeA§ uejrng Jo AJISIdATU) DTWER[S] 3}€)S

[lham Sanjaya, et.al, “Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim”, (Jakarta: Sekretariat

Kaadisi Yudisial Repuplik Indonesia, 2021), h.19
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Kehormatan dan martabat hakim menjadi landasan bagi
-terjaganya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks
ini, kehormatan hakim mencerminkan integritas pribadi dalam
:menjalankan tugas peradilannya, sedangkan martabat hakim berkaitan
denganaspek moralitas dan profesionalisme. Krisis kepercayaan publik

terhadap hakim sering kali disebabkan oleh pelanggaran kode etik oleh

segelintir hakim yang mencederai nilai-nilai dasar sistem peradilan. Ketika

eysng Nin yitw eydio yeq @

-vintegritas seorang hakim dipertanyakan, dampaknya dapat meluas hingga

e

< menggoyahkan fondasi keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh
seluruh elemen peradilan. Maka dari itu, menjaga kehormatan dan
martabat hakim adalah upaya penting dalam memperkuat integritas
peradilan dan memastikan tercapainyakeadilan di Indonesia. Kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan
hakim untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan standar
profesional yang tinggi. 4

Keamanan Hakim dan Pengadilan masih menjadi permasalahan yang
.serius di Indonesia karena banyaknya perlakuan Perbuatan Merendahkan
Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). PMKH merupakan
tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan
keluhuran martabat para Hakim , seperti penyerangan pada hakim atau

aparatur pengadilan, penghinaan baik secara langsung maupun melalui

media sosial, pengerusakan barang-barang dalam peradilan. Perbuatan ini

5 Uej[Nng Jo AJISIdIATU() DTUIR]S] d)¥}S

K

YFransiskus Paran, Peran Sentral Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan dan
uran Martabat Hakim, Jurnal Penelitian llmu Hukum, Vol. 5, No. 1, (2025), h. 21-22
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@)

T dapat mengancam integritas peradilan yang berakibat hilangnya

10 ).

kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sehingga muncul masyarakat

ang tidak patuh oleh hukum. Biasanya, oknum yang melakukan PMKH

Q. <

isebabkan karena rasa kecewa atas putusan yang telah ditetapkan karena
rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di
15

Indonesia.

Definisi PMKH dirumuskan dalam Peraturan Komisi Yudisial

exsng NIin A!tw eyd

-0 Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim, tepatnya pada Pasal 1 angka

e

< 2. Menurut regulasi tersebut, PMKH meliputi spektrum tindakan yang dapat
dilakukan oleh entitas individual, kolektif, atau korporat, yang bertujuan
atau berdampak pada terganggunya proses peradilan. Cakupan PMKH
meluas hingga mencakup upaya-upaya yang menghalangi hakim dalam
menjalankan fungsi yudisialnya, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara. Lebih lanjut, definisi ini juga mengakomodasi tindakan-tindakan
g'-)yang mengancam keselamatan hakim, baik dalam konteks persidangan
maupun di luar forum pengadilan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah
.berbagai bentuk penghinaan yang ditujukan kepada hakim secara personal
maupun institusi peradilan secara keseluruhan. .

Di dalam Islam dikenal dengan kajian Fiqih Siyasah. Kajian ini

mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membentuk keputusan yakni,

[NS|JO A3ISIdATU) dDTWIR]S] 3)

>Citra Ayu Deswina Maharani, Intan Hudzaifah Nur Rahma, Kebijakan Perbuatan
MéFendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim
dafPengadilan, Jurnal Penelitian llmu Hukum, Vol. 2, No. 2, (2024), h. 64.

0p]

< "Luthfi Ahmadani Rahman, et.al, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang
Pefbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim, Jurnal Penelitian Ilmu
Hidiym, Vol 5, No. 1, (2025), h. 9.
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A

(N

10

@)

T mengatur kemaslahatan umat insan hingga sinkron dengan syara’ dan
_peraturan Perundang-undangan yang berlaku."

Merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim merupakan
tlndakan yang dilarang dalam Islam dan diatur dalam hukum positif. Ayat-
ayat Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dan larangan untuk
merendahkan sesama manusia. Oleh karena itu, baik individu maupun
masyarakat harus berkomitmen untuk menjaga kehormatan profesi hakim

deml tegaknya keadilan di masyarakat.

neiy e)sng NIinN >||||Lu e1dio yje

Sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam ayat

berikut:

Ty ﬁ&j&rﬁ;)u@“v Lagl 4] %ﬂﬂw\fﬁ{v wm:
5345 1 s 20 51 20 155 G 3 5 e

rtinya: “Wahai orang-orang yang berlman, ]adllah kamu penegak (kebenaran)
karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku
tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.
Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap

w
= apa yang kamu kerjakan. ”(Q.S. Al-Maidah (5) : 8)18
o
2, J“"u@u‘ 5 p33sly 2eTsAl 5}3 VAR 5?‘ b
E. './. w jﬁjd)w"ﬁwu \ \}kﬁ«b
va: “dan hendaklah engkau memutuskan perkara dz antara mereka menurut

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan
mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka
memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan
Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah
diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah
berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-

A

£g yej[ng jo &usmAgu@

Y A. Dzajuli, Figih Siyasah, (Jakarta : Kencana, 2003), h.25.

8K ementrian Agama Repuplik Indonesia, AI-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: Quran
ih, 2019), h. 108.

j
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dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang
yang fasik”. (Q.S. AlI-Maidah (5) : 49).°

Penghubung Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas Advokasi

Hakim masih mengalami kesulitan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya

llw eydio yeH o

~manusia (SDM) karena Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
mencakup wilayah Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Serta hakim
cenderung menyimpan peristiwa terkait perbuatan merendahkan kehormatan

dan keluhuran martabat hakim sehingga Penghubung Komisi Yudisial Riau

d BYSNS NIN

‘tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Contoh peristiwa

nei

perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yaitu
yang terjadi pada tahun 2021 yang terjadi pada Hakim di Pengadilan Negeri
Bengkalis adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran
martabat hakim dalam kategori mengancam keamanan hakim di luar
persidangan yaitu mengancam keselamatan para hakim dengan dugaan tindak
pidana diantaranya ancaman teror berupa peletakkan bangkai ayam hitam
didepan rumah dinas majelis hakim, adanya orang tidak dikenal melakukan
pengamatan diarea rumah dinas hakim, penusukan ban sepeda motor dan ban

mobil milik hakim, pencoretan dinding rumah dinas hakim dengan gambar

[} dTurejsjy ajejlg

-1lustrasi tidak senonoh (Pornoaksi).

ATU

Dari permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul

:“Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau

¥1bid, h. 116.

neny wisey jiedg uejng jo £3rsid



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

w

12

©

%Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif
==

o Fiqih Siyasah”.

=

©

3 Batasan Masalah

7_? Supaya penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terfokus, maka
=

> penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang akan

g)diteliti adalah Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi
w

gYudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017
A

o sesuai dengan pasal 4 poin D yaitu mengambil langkah hukum dan/atau

c
langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan
hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim,
penelitian ini hanya mencakup pelaksanaan advokasi hakim dalam rentang
waktu tahun 2020 hingga 2023, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau
berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017, serta perspektif

Figh siyasah tentang Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi

Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 .

we[s] 3je3g

C~ Rumusan Masalah

Dengan memeperhatikan masalah diatas maka dapat diambil dan

ISIQATIU[) D

_dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan
penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi

Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1

Tahun 20177

nery wisey jireAg uejng jo A3



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

nvrd visns NIn
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

dioyeH @

D

Nely B)SNS NN Hlj1w e}

a.

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

2.

13

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Advokasi
Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017?

Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Advokasi
Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung
Komisi Yudisial Riau berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor
1 tahun 2017 perspektif figih siyasah.

Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan
Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau
berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017
perspektif fiqih siyasah.

Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan
Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau
berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017

perspektif figih siyasah.
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2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:
Untuk menambah wawasan penulis mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu tentang Pelaksanaan
Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau
berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017
perspektif figih siyasah.
Untuk memberikan kontribusi teoritis ataupun praktis terhadap
penulis dan peneliti lainnya yang mengangkat tema yang hampir
serupa.
Untuk memberikan kontribusi saran terhadap komisi yudisial agar
mengefektifkan tugas dan kewenangannya.
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 sarjana

Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
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I BAB II
W
==
o TINJAUAN PUSTAKA
=
D
A.3 Kerangka Teori
;?a. Pelaksanaan
=
> 1) Pengertian Pelaksanaan
g) Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan
w
& tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata
A

"benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang di

nei

susun oleh Poerwadarmita, mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan
tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pelaksanaan.?

Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana
yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuataan,
usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemumukan oleh
Poewadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian

elaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana, jadi, dengan

p
demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun

21+

keduanya berasal dari kata laksana.
Menurut The Liang Gie, pengertian pelaksanaan adalah usaha- usaha

yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah

o,

irumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan yang

diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya, dimulai dan berakhir,

V. 1.8, Poerwadinata, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),h. 553.
214 -
1bid

15
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©
gdan bagaimana cara dilaksanakan.? Selanjutnya, Santoso Sastropoetro,

==
o mengemukan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan

1)
o tertentu yang di lakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam

:kenyataannya.23 Berikutnya SP. Siagian, menyatakan bahwa jika suatu

~

zrencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement
ioriented " telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya.24
“C?z_ Berdasarkan beberapa pengertian pelaksanaan di atas, dapat
g;;;disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang berasal dari
g rencana yang telah disusun secara matang atau dianggap siap, yang dilakukan
untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2) Tujuan pelaksanaan
Dikutip dari buku Al-Istiqgomah yang berjudul Fungsi Pelaksanaan
(actuating) Dalam Sunber Daya Manusia, adapun tujuan pelaksanaan antara lain
sebagai berikut:%
g'-) 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efesien;
:n: 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staff;
g 3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan;
% 4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja dan meningkatkan
é' motivasi dan prestasi kerja staff; dan
E'_.
=

*The Liang Gie, dan Sutarto, Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi,
yakarta: Karya Kencana, 1997), h. 191.

s

e
g *Santoso Satroepoetro, Pelaksanaan Latihan, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 183.
@ 2P, Sondang Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung), 1985, h. 120.
ﬁ 2 Al-Istiqomah, Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sunber Daya Manusia, (Malang:
UNM, 2016), h. 8.
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©
g 5.  Membuat organisasi berkembang secara dinamis.
x‘ .
o 3) Fungsi Pelaksanaan
o
o Djati Julistiyarsa dan Jhon Suprihanto di dalam buku Manajemen
3 . :
—  Umum Sebuah Pengantar menyebutkan fungsi pelaksanaan sebagai
= 26
c  Dberikut:
= : . -
h 1. Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi
=
w 3 .
= pengikut;
©
51 2. Melunakkan daya resistensi pada seseorang atau orang- orang;
©
< 3.  Untuk membuat seseorang suka atau mengerjakan tugas dengan
baik;
4. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan;
dan
5. Untuk menambahkan rasa tanggung jawab secara penuh pada
orang-orang terhadap tuhannya, negara, serta tugas yang
- diembannya.
5
I~ Sedangkan menurut salah satu para ahli, Anggowo menyatakan
3
= bahwa Fungsi pelaksanaan sebagai berikut:*’
=2
g 1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan,
E dan pemberian motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja
]
< secara efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan;
=)
’-'-’ . . . .
(05 2. Memberikan tugas dan pelaksanaan rutin mengenai pekerjaan;
=
fo¥]
=]
W ®Djati Julistiyarsa dan Jhon Suprihanto, Manajemen Umum Sebuah Pengantar, Edisi
Pegtama, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 65.

27Anggowo, Actuating Dalam Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya Press, 2008 ), h. 40
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©

g 3. Menejelaskan kebijakan yang ditetapkan; dan

==

o 4. Proses implementasi program agar dijalankan oleh seluruh pihak
=

o dalam organisasi.

=]

= Dari penjelasan ahli di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa fungsi
=

c implementasi terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia
¢ OTganisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Peran ini mencakup

c
iinisiatif untuk melunakkan perlawanan, menumbuhkan loyalitas dan

©
-vakuntabilitas terhadap tugas dan organisasi, serta memengaruhi dan

g memotivasi orang untuk bersedia bekerja sebaik mungkin. Agar setiap orang
dapat memahami dan melaksanakan program kerja dengan sukses dan efisien,
peran implementasi juga memerlukan penggunaan kepemimpinan, arahan,
dan penjelasan kebijakan yang ringkas. Ini menunjukkan bahwa fungsi
implementasi menumbuhkan lingkungan kerja yang positif dan bermakna
selain penyelesaian tugas.

= 4) Prinsip Pelaksanaan

Prinsip-prinsip pelaksanaan menurut Kurniawan sebagai berikut:*®
1. Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya;

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia;

3.  Menanamkan hasil yang baik dan sempurna;

4. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih;

5. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup;

dan

TeA§ uejng Jo AJISIdATU) dDTWER[S] d}e)

®Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saifulah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Salemba

Enfipat, 2009), h. 87.
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©
g 6. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya.
; Sedangkan Prinsip-prinsip pelaksanaan menurut Daryanto sebagai
©
&  berikut:*
2 1. Sinkronisasi antar tujuan organisasi dengan tujuan anggota;
g 2. Suasana kerja yang menyenangkan;
i 3. Hubungan kerja yang harmonis;
“C?z_ 4. Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin;
Q;;; 5. Pegembangan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimum;
g 6. Penempatan personel dengan tepat; dan
7. Imbalan yang sesuai dengan jasa yang diberikan.

Jadi, dapat disimpulkan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan
adalah tujuan organisasi dan anggota organisasi harus sama, menanamkan
hasil yang baik dan sempurna, memberikan kesempatan yang tepat dan
bantuan yang cukup, penempatan personel dengan tepat, menanamkan

g'-) hasil yang baik dan sempurna, hubungan kerja yang baik atau serasi dan
:n: imbalan atau gaji yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan.

'%5) Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan

% Faktor- faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan sebagai berikut:*
é' 1. Kepemimpinan (Leadership)

®

2. Sikap dan Moral (atitude and Morale)

3. Tata Hubungan (Communication)

&

Perangsang (Incetive)

®Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 88.
30Sukarna, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Manda Maju, 2011), h. 83.
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©

g 5. Supervisi ( Supervision)

==

o 6. Disiplin (Disipline)

1)

o Dari faktor-faktor diatas dapat dibuat kesimpulan Kepemimpinan
=]

— yang baik memberikan arahan dan motivasi, sikap positif serta moral
=

— tinggi menjaga semangat kerja, komunikasi yang efektif mencegah
h kesalahpahaman, insentif meningkatkan motivasi, supervisi memastikan
=

i tugas berjalan lancar, dan disiplin menjamin keteraturan

W

ub. Advokasi Hakim

=

=

Dalam peraturan Komisi Yudisial, advokasi hakim merupakan
mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang
perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum yang melakukan
perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.*! Tidak
dapat dipungkiri bahwa tugas advokasi hakim yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial belum banyak diketahui oleh masyarakat. Padahal tugas ini telah
diamanahkan oleh undang-undang sejak tahun 2011 melalui UU Komisi
Yudisial. Kemudian undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi
.Komisi Yudisial untuk membentuk sebuah unit bernama Sub-bagian Advokasi
pada Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim untuk
melaksanakan tugas tersebut. Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013

tentang Advokasi Hakim merupakan bentuk komitmen Komisi Yudisial untuk

menjalankan tugas sebagaimana disebut di atas.

Ag fiejng jo AJISIdATU) DTUIR]S] d)¥}S

ndonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75,

1989 Pasal 20 Ayat (1) Huruf E, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Sebagaimana Telah
DiBBah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.
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Dengan adanya pengaturan kewenangan advokasi hakim di UU
Komisi Yudisial, diharapkan Komisi Yudisial dapat melaksanakan tindakan
yang benar- benar menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat dalam
:rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional. Perlindungan
terhadap hakim adalah mutlak, bukan semata untuk individu hakim, tetapi

jauh lebih penting lagi, yakni menjaga kewibawaan peradilan itu sendiri dari

NS NINIlw ejdio ey @

i perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jika

=

vdilihat dari sisi dasar hukum, tugas Advokasi Hakim hanya bersifat
gpenanganan laporan/ informasi dugaan PMKH atau bersifat penegakkan.
Namun dalam perkembanganannya mulai dari tahun 2013 tugas advokasi
hakim mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oleh
sebab itu, muncul pengelempokkan kegiatan antara advokasi represif dan
advokasi prefentif. %

Dalam hukum istilah ‘Perbuatan merendahkan kehormatan dan
keluhuran martabat hakim’ disebut PMKH. Bentuk Perbuatan Merendahkan
Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim yang sudah tertera pada pasal 1
.angka 2 Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim dapat

dikelompokkan menjadi 3 perbuatan, sebagai berikut:*

1. Mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa,

ISIDATU[) DTUIR]S] 3}€}S

mengadili, memutus perkara;
2. Mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar

persidangan; dan

32Sanjaya Ilham, et.al, op, cit, h. 21
3Ibid., h. 24.
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3. Menghina hakim dan pengadilan.

Mengenai advokasi represif, berdasarkan sifatnya lebih memiliki
semangat penegakkan atau memiliki tujuan untuk pemberian punishment
:kepada siapapun yang melakukan PMKH. Jika diperhatikan dari sisi

pelaksanaannya, kegiatan ini dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan

NIinilw eydio yeq @

¢ Yang dilakukan dalam rangka mengambil langkkah hukum dan/atau langkai

n

ilain terhadap orang perseorangan maupun kelompok orang yang melakukan
©
operbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

gKegia‘[an- kegiatan yang termasuk kedalam kelompok advokasi represif,
yaitu: (1) Penanganan laporan dan/atau informasi tentang dugaan Perbuatan
Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim; dan, (2)
Koordinasi pengamanan persidangan terhadap perkara yang menarik
perhatian publik.34

Sedangkan advokasi preventif ini didefenisikan sebagai kegiatan/

g'-)program yang dijalankan oleh subbagian advokasi yang bertjuan untuk

o}

—mencegah terjadinya PMKH. Kegiatan pencegahan ini juga disebut sebagai

Turefs

.Judicial Education. Pada dasarnya kegiatan Judicial Education ini adalah
kegiatan besar yang membutuhkan sinergitas lintas unit didalam Komisi
Yudisial serta sinergitas dengan stakoholder terkait diluar Komisi Yudisial
guna mencapai keberhasilan yang diharapkan.35 Jadi, advokasi preventif ini
memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan pencegahan yang

dilakukan oleh Komisi Yudisial.

*Ibid. h. 22.
®1bid, h. 66
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Komisi Yudisial dalam menjalankan perannya sebagai advokasi
-hakim juga menggunakan program klinik etik. Metode yang digunakan oleh
program klinik etik dan hukum dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
-Edgar Dale, dan lain-lain. National Training Laboratories (NTL), Amerika

Serikat yang diuraikan dalam Learning Pyramid. Metode Learning Pyramid

merupakan pembelajaran yang sangat efektif dan tingkat materinya sangat

SNS NIN Y!Iw eydio ey @

z_tinggi dengan metode Practice Doing. Metode tersebut merupakan penerapan

ilmu yang telah dipelajari dengan rata-rata penyerapan materi 90% dan feach

neiy e

orders atau membagi ilmu yang telah dipelajari kepada orang lain, dengan
rata-rata penyerapan materi 75%. Sehingga metode ini diharapkan akan lebih
memberikan manfaat bagi mahasiswa.*

Jadi, dapat disimpulkan program klinik etik ini memberikan
peminatan dan penjaringan bagi mahasiswa-mahasiswa terbaik di fakultas
hukum untuk menjadi calon hakim yang memiliki kualitas digenerasi

selanjutnya.

Komisi Yudisial

o

Salah satu lembaga peradilan sistem konstitusional Indonesia adalah
Komisi Yudisial. Pasal 24B Konstitusi 1945, Ayat 1, menguraikan tanggung

jawab dan wewenang Komisi Yudisial. Ini menyatakan bahwa Komisi

ISIDATU[) DTUIR]S] 3}€}S

< Yudisial bersifat independen, memiliki kekuasaan untuk menyarankan calon

jo

dan memiliki kekuasaan tambahan untuk

S
5
7.
=i
=
=
=
)
=)
)
=
>

(1]
[
=

a9

menegakkan dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.

*®1bid, h. 96
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©
g Komisi Yudisial juga bertujuan untuk menciptakan suatu peradilan yang baik,

e
o mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan

1)
o berwibawa yang merupakan conditio sine qua non atau mutlak dalam sebuah

gnegara yang berdasarkan atas hukum, karena hal tersebut yang melatar
zbelakangi Komisi Yudisial harus dibentuk. Indonesia yang menganut sistem
iCheck and Balances dalam sistem ketatanegaraan yaitu suatu sistem
‘E_pembagian kekuasaan yang mana sistem ini bertujuan untuk menjamin

©
Zoterciptanya sistem saling awas dan saling mengimbangi antar lembaga negara

g terutama di bidang Yudikatif.*’

Sebagai lembaga yang memiliki sifat independensi Komisi Yudisial
tidak cukup untuk dikatakan sebagai lembaga yang dapat mewujudkan
keinginan masyarakat untuk mengawasi sistem peradilan melalui hakim-
hakim yang ada. Namun hal itu dapat terwujud ketika independensi tersebut
diikuti dengan akuntabilitas dan tekad yang kuat dengan demikian dapat
memperkuat kewenangan dan tugas Komisi Yudisial dalam menjalankan
perannya.Di Indonesia kehadiran Komisi Yudisial dalam rumpun kekuasaan
.kehakiman, sebenarnya justru dilatarbelakangi sebagai gejala reaksional.
Dikatakan sebagai gejala reaksional karena pertama; terdapat reaksi

kekecewaan yang cukup akumulatif terhadap independensi peradilan di

Indonesia. Sebastian Pompe misalnya, secara terang-terangan membuka

=
nery wisey Hiedg uejng jo A31sIaAru) drwe[sy 3jeis

%Fandi Saputra, Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara, Jurnal Ilmu
ym, Vol. 1, Edisi 1, (2013), h.2.
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L sejarah kelam independensi peradilan di Indonesia dalam disertasinya yang

©

Q

==

&

©

Q

=

7_?

= 1.

=

w

c

v

o=

W

2

o

S 2.
3.
4.

berjudul The Indonesian Superme Court; A Study of Institutional Collapse.38

Eksistensi konstitusional Komisi Yudisial tetap utuh sebagaimana

-diatur dalam Pasal 24B UUD 1945:%

Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim;

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela;

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur
dengan undang-undang.

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Komisi Yudisial, mengenai kewenangan Komisi Yudisial disebutkan sebagai

berikut:*°

AJIBIATU) DTWE]S] 3)e)S

*®Nur Kautsar Hasan, Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode

Et&Profesi Hakim, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 3, (2018), h.143.

wn

*Nunik Nurhayati, Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam

UUD RI Tahun 1945, Jurnal Law And Justice , Vol. 1 No. 1 (2016), h. 10.

ue

40Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik

Indbnesia Tahun 2011 Nomor 106 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13.
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1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di
Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim,;

3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-
sama dengan Mahkamah Agung; dan

4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman

Perilaku Hakim.

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

Seperti yang sudah dibahas di atas, dalam pasal 24 B ayat (1) UUD
RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun pada kenyataannya,
pengertian mandiri disini tidak sepenuhnya mandiri karena berdarkan UU

= Komisi Yudisial, kewenangan KY hanya sebatas memberikan rekomendasi

dje

—terkait penegakan etika hakim kepada Mahkamah Agung (MA) untuk

Turefs

ditindaklanjuti. Bahkan pada tahun 2015 kemarin, dari 116 rekomendasi yang
diberikan KY ke MA hanya 45 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh MA.

Hal ini tentunya menjadi sebuah kritikan besar terhadap kewenangan sebuah

Ajrs1aarun d

olembaga Komisi Yudisial yang kedudukannya diatur dalam norma tertinggi

Konstitusi. Hal ini bisa jadi dikarenakan kedudukan lembaga KY masih
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©
T dalam satu bab Kekuasaan Kehakiman dengan MA dan MK walaupun

bersifat mandiri.**

10 ).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial
:merupakan lembaga yudikatif yang bersifat mandiri sesuai dengan Undang-
undang Dasar Repuplik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B. Komisi Yudisial
memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

¥ e)ysns NN !iw eyd

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

el

<d. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

Komisi Yudisial setelah perubahan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2011 memperkuat kewenangan dalam penegakan Kode Etik Hakim
dengan dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah. Penghubung
Komisi Yudisial terbentuk berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor
1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor
1 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung
Komisi Yudisial di daerah. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial
.Daerah sebagaimana untuk membantu tugas-tugas Komisi Yudisial.
Dimana Pasal 3 ayat (2) bahwa “Komisi Yudisial dapat mengangkat
penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”.Namun, menurut Pasal

4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penghubung

Komisi Yudisial Daerah berfungi membantu pelaksanaan tugas Komisi

“Nunik Nurhayati, op. cit, h.13.
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@)

T Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat serta perilaku hakim.*?

10 ).

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat
:mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan

Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas

¥ e)ysng NIny!iw eyd

Komisi Yudisial:*

nei

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

Cc. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran
KEPPH secara tertutup;

d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan

e. Belaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Komisi

=<

udisial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Penghubung Komisi

=<

udisial yang berada di daerah. Tugas dari Penghubung Komisi Yudisial

[nS|J0 AJISIdATU) DTWR[S] d}€)S

“’Delfina Gusman, Aria Putra Rizal Pratama, “Penghubung Komisi Yudisial Sebagai
Pefgawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilku Hakim”, University Of
Bergkulu Law Journal, Vol. 6, No. 2, h. 114

0p]

< “Komisi Yudisial Repuplik Indonesia, “Penghubung Komisi Yudisial”, artikel dari
htts://www.komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about ky.  Diakses pada 1
Ddsémber 2024.
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©
gdiatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang

==
o Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di

1)
o daerah. Salah satunya yang penulis teliti yaitu Mengambil langkah hukum

—-dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau

=
c badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

¢ Atau yang sering disebut advokasi hakim.

c
“e. Fiqih Siyasah

1) Pengertian Fiqih Siyasah

nery ey

Istilah figh siyasah merupakan sebuah kalimat majemuk atau
tarkib idhafi yang terdiri dari dua kata, yaitu figh dan siyasah. Secara
etimologis, figh merupakan kata yang berbentuk mashdar dari sebuah
tashrifan kata faqiha-yafqahufighan yang berarti pemahaman mendalam
serta akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan
tertentu. Secara terminologis, figh juga cenderung didefinisikan sebagai
ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah
dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.**

Menurut Jafar, figh siyasah merupakan tarkib idhofi yang
tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata figh dan kata siyasah.
Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud
dengan figh siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing—masing
kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) figh adalah

pemahaman. Sedangkan figh secara terminologi (istilah) adalah

R

“Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa
3, 1993), h. 15.
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pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis)
yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus
yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.*

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
figh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik
membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia
pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum,
peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan
atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang
mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara yang dijalaninya.

2) Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Figh Siyasah sendiri memiliki ruang lingkup tersendiri dalam
hal kajiannya. Adapun ruang lingkup figh siyasah dikalangan para ahli
fuqaha terjadi perdebatan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf secara umum ada tiga ruang
lingkup figh siyvasah yaitu: (1) siyasah dusturiyyah; (2) sivasah
maliyyah; dan (3) siyasah kharijiyyah. 46

Berbeda dengan abdul Wahab Khallaf, Abdurrahman Taj

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

=]

H) . . . . . . . .

(05 mengklasifikasikan kajian figh siyasah menjadi tujuh macam yaitu:*’

=

5

= *®Wahyu Abdul Jafar, “Figh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur“an Dan Al-Hadits,” dalam
A@zamh: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1, (2018). h.1.

ﬁ *®*Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik

Islaia, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 16.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

31

Sivasah Dusturiyah, membahas tentang hubungan antara
pemimpin/imam dengan rakyat atau umat serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, seperti membahas
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal
ithwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip
agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta
memenuhi kebutuhannya.

Siyasah tasyri'iyyah, membahas proses penyusunan dan
penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai
instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan
masyarakat.

Siyasah qadha'iyyah, secara spesifik membahas peradilan atas
pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang
telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Siyasah maliyyah, membahas sumber keuangan negara dan tata
cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara.
Siyasah idariyyah, membahas soal administrasi negara.
Siyasah tanfidziyyah, membahas tata kerja pemerintahan oleh
lembaga eksekutif.

siyasah kharijiyyah, membahas tata hubungan internasional

atau politik luar negeri.

neny wisey JIrvAg uejpng jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S
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Tujuan Figh Siyasah Tujuan mengimplementasikan figh siyasah
bukan untuk memberangus sistim politik yang lain. Namun politik
Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang yang ada di
Indonesia selama tidak bertentangan dengan konsep konsep dasar yang
ada pada al-Qur*an dan al-Hadist. Sifat terbuka Islam dalam masalah
politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah
menetapkan konsep politiknya secara amat rinci dalam segenap
masalahnya. Ketidak rincian itu sendiri merupakan bagian dari
kebijaksanaan Allah agar Islam bisa mengembangkan konsep politiknya
dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian yang
sangat mengikat, sementara kondisi zaman senantiasa berubah dan
berkembang. Akan tetapi, tidak pula berarti bahwa Islam sama sekali
tidak memiliki rincian dalam masalah-masalah politik. Ada masalah-
masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci dan tidak boleh
berubah kapanpun juga, meskipun zamannya berubah. Dalam hal ini,
tidaklah benar pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa
dalam masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif saja,
yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa batasa-batasan.*®

Dalam pembahasan skripsi ini maka penulis mengambil
kesimpulan bahwa penelitian ini mengarah kepada Siyasah

qadha'iyyah. Yang mana hal ini dijelaskan bahwa secara spesifik
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membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-

undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan
penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap

tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan.

iKajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai

=

QO

= sebelumnya.49

uperbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian

OGNS UEMIRgaAUSI-UEp-UeRHeguaw-edueHiul SIjn) eAiey yninjes neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

5m)
[

nery wisey gie

No | Nama/Judul Metode Hasil penelitian Perbedaan
Penelitian penelitian

1. | Indah Metode Hasil penelitian bahwa | Penelitian ini
Radiawati penelitian  ini | Komisi Yudisial itu | memiliki perbedaan
(2019)/ Peran | menggunakan merupakan badan | substantif  dengan
Ka%nisi Penelitian peradilan  yang Dbersifat | penelitian
=4
Ygdisial yuridis normatif | mandiri  yang  dimana | sebelumnya yang
d%?m yaiu penelitian | Komisi Yudisial ini | berjudul "Peran
l\/énegakkan yang berfokus | berwenang mengawasi | Komisi Yudisial
Kgiuhuran untuk mengkaji | hakim juga menjaga dan | dalam Menegakkan
@
l\ﬁrtbat penerapan suatu | menegakan  kehormatan, | Keluhuran Martabat
=)
H’é.rl)(im norma atau | keluhuran serta perilaku | Hakim". Penelitian
g
-

“H. Hajar, dkk, Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir, (Pekanbaru:
iltas Syariah & Hukum, 2020), h. 39.
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kaidah suatu
hukum. Dan
peneltian
perpustakaan
yang juga

bersifat tertulis
dan merupakan
penelitian yang
biasanya

suatu

mengkaji

studi dokumen,

yaitu yang
menggunakan
berbagai  data

sekunder seperti
peraturan
perundang-
undangan,
keputusan
pengadilan,

teori hukum,
dan

dapat

berupa pendapat

hakim dan dapat
melibatkan unsur
masyarakat dalam suatu
pengawasan, mengurangi
politisasi terhadap

perekrutan hakim agung

karena Komist Yudisial

bukan lembaga politik

sehingga diasumsikan
tidak mempunyai

kepentingan politik.

terdahulu membahas

peran Komisi
Yudisial dalam
lingkup nasional,

dengan fokus pada

upaya menjaga
kehormatan,

keluhuran, dan
martabat hakim
melalui fungsi
pengawasan  moral

dan etik berdasarkan
ketentuan hukum
positif. Adapun
dalam penelitian ini,
ruang lingkup kajian
difokuskan  secara
lebih spesifik pada
pelaksanaan

advokasi hakim oleh
Penghubung Komisi
Yudisial di Provinsi

Riau, yang
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f Kasim Riau

m o= T R R = o g e g oF < < g o g B =
k= § § § & § 8 £ £ 3§ ~2 g = 2 & = £
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& = 8 = Q 2 = &8 £ = 2 £ S =B =« 8 X
= < 5. = B s £ g £ o S 3 g S s £ =
2] < m %) =} e 177} Q et = < — mo < 50 m - o) = o=
<4 8 8 85 2 s ® g =T 5 © x» 2 & £ & 2 £ 3§ <° 2 T g
= 5 5 2 § § 8 2 g ®» 5 § 4 & & § 5 © g F B § @
8 © & > F H & > a B a &S = 8 8§ a ®w &8 a & A a &
. p— p— e
= S -
= R
s g~
g £ & =
5} 2 S <
w3 2 R =
s £ 2 E £
5 & § & ¥ T
a & 4 = &2 ©
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syari
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
A Dilaranc rmamcidin eaba~iaem Ata oalinmidy learmia $1ilie imidamemea masmaamdiimalram Aarm maa s dleam crpmalb e
. ohar Q__M“ ___q__mc_._v& Uchc_g: altau U.U..(._r..___ ;Q_HQ o T tarnpa rrerreariurmmart Ui ThciTyCiouinart ourtnoet .
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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5 ©
£ o | L dari segi objek,
p e |
5 ® 2N .
; 8| o batasan wilayah,
2| T
ié o dasar hukum yang
| 3 :
;_ 2| = digunakan, serta
8| =
T kerangka  teoritik,
= —
f5 | Z .
- 3 0 sehingga
D c
; i memperkaya kajian
d W)
L
] Py ilmiah di bidang
3 —
e ©
3 c hukum dan figih
3
i siyasah.
D
D
3 2. | Miftahul Penelitian  ini | Hasil dari penelitian ini | Penelitian ini
D
5]
§ Huda (2022)/ | merupakan menunjukan: 1) Bahwa | memiliki perbedaan
2— Pelaksanaan | penelitian pelaksanaan tugas | pokok dengan
5]
D
1 Tugas hukum Penghubung Komisi | penelitian
8
% P%?lghubung sosiologis yaitu | Yudisial ~Wilayah Riau | sebelumnya  yang
D -
2 ¢
g‘- Kiemisi penulis  secara | dalam rangka melakukan | berjudul
o] [
W
; Yhdisial langsung turun | pemantauan dan | "Pelaksanaan Tugas
a o)
: V\glayah Riau | kelapangan pengawasan terhadap | Penghubung Komisi
Dalam untuk perilaku  hakim  sesuai | Yudisial Wilayah
]
Rangka melakukan dengan Peraturan Komisi | Riau dalam Rangka
=)
M’-glakukan observasi  dan | Yudisial Nomor 1 Tahun | Melakukan
=
Pemantauan wawancara 2017 tentang | Pemantauan dan
mencari data | Pembentukan. ~ Susunan, | Pengawasan
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5 ©
éﬁ é:_ P%gawasan yang dan Tata Kerja Peghubung | terhadap Perilaku
§ E:E;: Tghadap diperlukan. Sifat | Komisi Yudisial di Daerah | Hakim Berdasarkan
g § P%ilaku dari penelitian | dilakukan  dalam  tiga | Peraturan =~ Komisi
é_ g H%(im ini adalah | kualifikasi: a. Peradilan | Yudisial Nomor 1
gg Bgdasarkan deskriptif, yaitu | Umum; b. Peradilan Tata | Tahun 2017".
% § sz}saturan bermaksud Usaha Negara; c. Peradilan | Penelitian  tersebut
:; K§;misi untuk Agama: berfokus pada
; Y;;lisial memberikan pelaksanaan  tugas
5 2
; I\%mor 1 | gambaran Kendala  verta  solusi | pemantauan dan
; Tahun 2017 | tentang pelaksanaan tugas | pengawasan perilaku
g Tentang permasalahan Penghubung Komisi | hakim oleh
; Pembentukan, | pokok Yudisial Wayah  Riau | Penghubung Komisi
é‘ Susunan, Dan | penelitian. dalam rangka melakukan | Yudisial, dengan
5
é' Tata Kerja | Lokasi pemantauan dan | tujuan untuk
% P%Uﬁghubung penelitian  ini | pengawasan terhadap | menjaga  integritas
-
;; Kg»;misi berada di | pelaku  hakim  sesuai | dan etika hakim di
g Yg(.lisial Di | Penghubung dengan Peraturan Komisi | wilayah Riau,
’%" D%erah Komisi Yudisial | Yudisial Nomor 1 Tahun | berdasarkan
] Wilayah Riau. 2017 tentang | ketentuan hukum
Pembentukan,  Susunan, | positif. = Sedangkan
dan Tata Kerja | dalam penelitian ini,
Penghubung Komisi | ruang lingkup
Yudisial di Daprah, | difokuskan pada
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Penghubung Komisi | pelaksanaan
Yudisial memiliki | advokasi  terhadap
anggaran dan SDM yang | hakim oleh
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sangat kocil. Panjangnya
proses birokrasi yang ada

mengenai pemantauan dan

pengawasan yang akan
dilaksanakan oleh
Penghubung Komisi

Yudisial Riau juga menjadi
sebuah kendala tersendiri
bagi PKY Riau. Selama
pandemi Covid-19
Penghubung Komisi

Yudisial Riau mengalami

kevakuman melaksanakan

tugasnya di bidang
pemantauan dan
pengawasan, disebabkan

pengadilan melaksanakan
persidangan secara online
dan Penghubung Komisi

Yudisial Riau tidak

Penghubung Komisi
Yudisial Riau, masih
mengacu pada
Peraturan ~ Komisi
Yudisial Nomor 1
Tahun 2017, namun
dengan pendekatan
tambahan yaitu
analisis  perspektif
figih siyasah. Oleh
karena itu, penelitian
ini berbeda dari sisi
fokus kajian,
pendekatan teoritik,
serta aspek normatif
yang ditinjau,
sehingga
memberikan
kontribusi baru

dalam khazanah
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T ©
=]
;—'9 g memiliki  pijakan  atau | studi hukum dan
HE
P9 | o dasar perundang-undangan | politik Islam.
S| o
b & -E)..
2 S N melaksanakan pemantauan
- @
2| 3 .
o 2 = dan pengawasan di bidang
h 2 o
2. @ . .
T peradilan secara online
2 2| =
:33 Gapita Metode Advokasi hakim  yang | perbedaanya
D c
‘ Rﬁiwan penelitian yang | dilaksanakan oleh | adalah,penulis
v
i ©
3 Sohardjo penulis gunakan | Penghubung Komisi | menggunakan
5 2
e ©
3 (2023)/ adalah metode | Yudisial Wilayah Jawa | tinjauan figh siasyah
.
5 “Advokasi kualitatif Tengah  sebagai  unit | dimana figh siasyah
D
D
% Hakim Dalam | sebagai metode | pelaksana  tugas  dari | dusturiyah yang
5]
§ Rangka analisa data. | Komisi Yudisial, | berfokus pada
2‘ Menjaga Penulis merupakan salah satu tugas | perundang-
5]
? Kehormatan | mengolah data | dari wewenang menjaga | undangan, penulis
8
% ngn hasil penelitian | kehormatan dan keluhuran | mengambil peratutan
D -
v o
g‘- Keluhuran dalam  bentuk | martabat hakim. Dalam | Komisi Yudisial
o] [l
W
; Martabat deskriptif pelaksanaannya tidak | Nomor 1 Tahun 2017
a o)
: Hgdm (Studi | mengenai sedikit Penghubung | Tentang
< . . :
Kasus  Pada | permasalahan Komisi Yudisial Wilayah | Pembentukan,
]
Péhghubung | yang penulis | Jawa Tengah mengalami | Susunan, Dan Tata
=)
Kanisi teliti, sehingga | beberapa hambatan seperti | Kerja ~ Penghubung
s
Ygdisial pembaca akan | kurangnya sumber daya | Komisi Yudisial di
wn
Walayah Jawa | memperoleh manusia, birokrasi dan | Daerah.

neny wisey jire




NV VASNS NIN

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

40

aammnne npvinaafiimig el evinminpatan padniey nn cnm pLipy N e eiBpaac AnnBuaai Boipipn A

=~z @
-]
o » .
z‘%’ Tgaﬁgah). gambaran dari | peraturan yang kurang
5| = L . .
P9 o penelitian ini. efektif, banyak hakim yang
5| o
b & = .
2 5 N memaklumi perbuatan
- @
v = | 3
;_ 2| = merendahkan kehormatan
3| =
T A dan keluhuran martabat
¢ B
ég o hakim sebagai dinamika
D c
; i persidangan, hakim yang
v
©
L
1 py) kurang berintegritas,
p o
; c kurangnya kesadaran
.
5 masyarakat untuk menjaga
D
D
; wibawa pengadilan, dan
D
5]
§ kurangnya  pengamanan
:r pengadilan  dari  pihak
5]
D
b kepolisian, sehingga
| @
> = advokasi  hakim belum
D -
v ¢
;; ~ dapat  berjalan  dengan
’ 3
: = optimal.
|
g c
B
4. Cﬁra Ayu | Jenis penelitian | Implementasi regulasi | Perbedaan jurnal ini
]
D&swina yang dilakukan | terkait penegakan hukum | dengan skripsi
=)
=
Maharani dan | ialah penelitian | Perbuatan =~ Merendahkan | peneliti adalah
s
Irgan yuridis empiris, | Kehormatan Hakim | penulis meneliti
w
Hgdzaifah yakni (PMKH) di  kalangan | pelaksanaan  tugas
=
e
A
¥
.
8
~

nei
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perbuatan PMKH.
Sehingga Hakim
cenderung tidak
menindaklanjuti ~ PMKH

dan hal ini yang membuat
para pelaku PMKH tidak
menerima efek jera dan
masyarakat awam masih

minim informasi mengenai

I ©

?_Z; Ng Rahma | menganalisis hakim saat ini belum | Penghubung Komisi
§ E:E;: (215_24) permasalahan berjalan dengan optimal. | Yudisial Riau yang
g g Kg'bijakan dilakukan Minimnya laporan PMKH | tercantum dalam
g_g Pc?_r_buatan dengan cara | dari Hakim disebabkan | Peraturan =~ Komisi
;g l\/grendahkan memadukan panjangnya proses/alur | Yudisial No 1 Tahun
%g Kgbormatan bahan-bahan pelaporan Perbuatan | 2017.
:; déz_l hukum  (yang | Merendahkan Kehormatan
; K;luhuran merupakan data | dan Keluruhan Martabat
5 s
; l\/grtabat sekunder) Hakim (PMKH). Pada
; Hakim Dalam | dengan data | kenyataannya, penanganan
; Mewujudkan | primer yang | Hakim  yang  terkena
; Keamanan diperoleh di | PMKH masih sama dengan

Hakim  dan | lapangan masyarakat biasa yang

Pengadilan. ingin melaporkan adanya
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5 ©
£ o | L PMKH.
p e |
5 ® 2N
D 9 o
5| o
2 55 | Lithfi Penelitian  ini | Hasil analisis | Perbedaan  dengan
- @
R 3
;_ g A:l_lmadani mengadopsi menunjukkan bahwa | skirpsi penulis
3| =
3 ‘2 Rahman, pendekatan pembuatan Undang- | adalah penulis
= —
P o
i =
i § Agpianti yuridis normatif | Undang tentang Perbuatan | meneliti tentang
D c
‘ J@ﬁn dalam Merendahkan Kehormatan | pelaksanaan
v
i ©
3 Prameswari metodologi dan Keluhuran Martabat | advokasi hakim oleh
5 2
‘-P m . . .
3 Reswanto, hukumnya. Hakim (UU  PMKH) | penghubung komisi
.
i Ferdian Proses merupakan kebutuhan | yudisial riau
D
D
; Ibrahim, investigasi yang mendesak dan | berdasarkan
D
5]
§ Dinda berpusat  pada | krusial. Urgensi ini dipicu | peraturan komisi
2‘ Mayang analisis literatur | oleh beberapa faktor kunci: | yudisial no 1 tahun
5]
D
1 Alifah, Nur |yang  relevan | kurangnya dukungan | 2017 sedangkan
8
% A?pkah dengan PMKH. | komprehensif terhadap | jurnal ini membahas
D -
v o
g‘- (2025)/ Penelitian upaya pencegahan dan | mengenai  urgensi
o] [l
W
; U%ensi hukum normatif | penindakan PMKH, tidak | pembentukan
a o)
: Psﬁlbentukan secara intrinsik | dimasukkannya RUU | undang-undang
< L :
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A.

BAB III

METODE PENELITIAN

dioyeH @

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (field research). Penelitian lapangan
yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar
belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya

dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu

d BISNS NIN Xlj1w e}

‘penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang

nei

berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran

peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.”

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan karena
penelitian ini bertujuan untuk menyelidik, menemukan, menggambarkan dan
menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat.”*

Sedangkan  jenisnya  Deskriptif = Kualitatif, —dengan cara

menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta. Peneltian deskriptif

[} dTurejsjy ajejlg

-adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari

suatu populasi yang meliputi kegiatan peneltian atau pendapat terhadap

ISIJAIU

individu, dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau

20

>0 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
), Cet. Ke-22, h. 8

51Juliansyah Noor, Metode Penelitian, ( Jakarta, Prenamedia Group. 2016), h. 33.

46
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@)

gpendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.52
==
o Penelitian kualitatif melibatkan metode seperti wawancara, diskusi kelompok
1)

o dan observasi yang memungkinkan ekplorasi mendalam tentang isu-isu

=]
—kompleks yang tujuannya memberikan pemahaman yang mendetail tentang

subjek yang diteliti.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis Penelitian Hukum

Normatif- Empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang

EXSNS NIN X

omengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada

e

< setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan

untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum in

concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum

yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan

g'-)perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.

}

o
C;; Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di Kantor Penghubung

(] dTure]

omisi Yudisial Wilayah Riau yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad

ISIJAIU

K

Komplek Perkantoran Mega Asri Green Office Blok A-14 Tangkerang Tengah
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penulis tertarik
melakukan penelitian di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau, karena

disana terdapat pelaksanaan advokasi hakim yang dilakukan oleh anggota

studaryono, Metodologi Penelitian, ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. 1, h. 82

nery wisey JirelAg uejing jo A3
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@)

gpenghubung komisi yudisial riau terhadap fenomena perbuatan merendahkan

e
o kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang menjadi rumusan masalah

o
o dalam penelitian ini.

=]
D—:Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu

Koordinator Penghubung Komisi Yudisal Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang

d BYSNS NIN X

Pemantauan Penghubung Komisi Yudisal Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang

nei

Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisal Wilayah Riau dan Asisten
Seksi Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisal
Wilayah Riau.
2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peran penghubung Komisi
Yudisial Wilayah Riau dalam mengambil langkah hukum dan/atau langkah
lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang

merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sesuai dengan

TUrefsy aje}s

.Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan,
susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial serta kendala
pelaksanaan Advokasi Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam
menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim berdasarkan Peraturan Komisi
Yudisial Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja

Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

neny wisey jrredAg uejpng jo AJrsIdArup d
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@)

E L Informan Penelitian

Dalam Penelitian Kualitatif tidak menggunakan populasi, karena
penelitian kualitatif diangkat dari kasus tertentu yang ada pada siatuasi sosial
:tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di
pindahkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan
situasi sosial pada kasus yang dipelajari. >3

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden,

d BYSNg NIn W eydioye

tetapi sebagai narasumber, partisipan dan, informan. Informan merupakan

nei

orang yang dimintai keterangan mengenai apa yang ia ketahui tentang
permasalahan yang sedang diteliti. Keterangan yang dimaksud disini bisa
berupa fakta maupun pendapat yang dimiliki seseorang tersebut. Informan
dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang
ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu di
dalam bahasan ini yang paling penting adalah peneliti “menentukan”informan
dan bagaimana peneliti “mendapatkan” informan.>*

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 informan yang terdiri
.dari 1 orang koordinator Penghubung komisi Yudisial Riau, 1 Asisten seksi

bidang pengawasan dan pemantaun persidangan Penghubung komisi Yudisial

Riau, 1 orang Asisten bidang laporan masyarakat, 1 orang Asisten seksi

ISIDATU[) DTUIR]S] 3}€}S

bidang administrasi dan keuangan Penghubung komisi Yudisial Riau. Dalam

K

(=
neny wisey juefg ugjng jo 43

*Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2015), Cet,
2, h.74.

>*M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, ed. 2, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007),
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@)

T menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua

informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 4 orang

dio e

informan.
:Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan (Field
Research) dan data kepustakaan serta arsip dokumentasi digunakan untuk

memperoleh teoritis yang dibahas. Sedangkan jenis data yang peneliti

d BISNS NIN XlTw e}

gunakan dalam penelitian ini menggunakan:

nei

1. Data Primer

Data primer yang dihimpun secara langsung dari informan dan
diolah sendiri oleh peneliti.” Data primer adalah data yang dikumpullkan dari
responden yang berguna menjawab permasalahan yang ada, data primer
diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data
wawancara untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Hasil penelitian
secara langsung dan didalamnya memuat informasi-informasi mengenai
penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data
yang diperoleh langsung dari Koordinator Penghubung Komisi Yudisial
Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Pemantauan Penghubung Komisi
Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Laporan Masyarakat
Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan Asisten Seksi Bidang

Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

=
neny wisey flred§ uejpng jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S

**Sukandarunidi, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004),
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2. Data Sekunder

Data sukender adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari
bahan kepustakaan dan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder
:digunakan untuk melengkapi data primer apabila membutuhkan sumber data
dari buku atau literatur. Data sekunder yang peneliti gunakan yaitu buku-buku
dan jurnal, data-data resmi, sumber data ineternet sebagai pendukung dari

data yang didapat dari lapangan terkait Pelaksanaan Advokasi Hakim oleh

eysng NIN !lw ejdid ey @

0 Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam menjaga Kehormatan dan

e

€ Keluhuran Hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun

2017.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar
untuk memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi.

=

Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang

(] dTwe[s| 3je3s

-dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan

secara sistematis. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan

ISIJAIU

secara akurat, mencatat fenomena, yang muncul, dan mempertimbangkan

hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut.®

IeAg uejng jo A3

*Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, ed. 1, (Jakarta, PT

Bu#di Aksara, 2015), h. 143

nery wisey



D)

E’?

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

&

&
)

%)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

52

no

Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan  guna
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyan-
-pertanyaan kepada responden. Sebelum melakukan wawancara, peneliti
terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara guna mempermudah proses
wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi

sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.>

¥ e)ysns Nini|lw ejdio yeHq @

3. Dokumentasi

nei

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni
dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, peraturan,

jurnal dan lain sebagainya.58

H. Teknik Analisis Data
Setelah informasi dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya
a(%lah analisis data. Pada tahap ini, data digunakan dengan cara yang sama

seE'mgga dapat digunakan untuk menginformasikan kesimpulan yang akan ditarik
B8

dari penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif
G,

ku%litatif terhadap data penelitian. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini dalah
]

Pe:ﬁgumpulan Data, Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data

<
Digplay), dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing).

*Ibid. h. 160
581bid. h. 175
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=

Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang telah di tentukan sejak awal.
:Pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara, observasi, studi
kepustakaan dan dokumentasi.
2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

Y exsns Niniiw ejdio yeq @

perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar.

el

€ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokusan
kepada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Mereduksi menggabungkan
dan menyeragamkan segala bentuk data yang diperoleh menjadi bentuk
tulisan yang akan dianalisis, yang memberikan gambaran yang jelas dan
mempermudah peneliti untuk melakukan untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.59
3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun
_yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya.

Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa

59Sugiyono, op.cit., h. 247

neny wisey JIrvAg uejpng jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S



NV VASNS NIN

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

E’F

bt e
e | —
S

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

54

@)

iyang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

A . 60
o dipahami tersebut.

1)
o 4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

| W

= Langkah terakhir dalam penelitin kualitatif adalah penarikan
=
c kesimpulan. Kesimpulan menjurus kepada jawaban penelitian dari

¢ PeTtanyaan penelitian yang diajukan dan diungkap dan mengukap “what” dan

n

9 “how” penelitian tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab

nery ey

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,
karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat
sementra dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
Kesimpulan dari penelitian ini merupakan temuan yang sebelumnya belum
pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang belum dan

masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.61

O1pid.,. 249
% pid., h. 252
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I BAB YV
W
==
o PENUTUP
=
D
A.3 Kesimpulan
;? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian
=
— tentang Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial
g)Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif
w
& F iqih Siyasah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
A
o 1. Pelaksanaan advokasi hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau
c

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

sudah berjalan dengan baik (optimal). Berdasarkan UU No. 18 Tahun
2011 disebutkan bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung
di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi
Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata
Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung
Komisi Yudisial dan peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 tahun 2013
bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial yang
berupa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan
kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) atau yang sering
disebut Advokasi Hakim. Tugas dari Penghubung Komisi Yudisial Riau
dalam melaksanakan advokasi sebagai berikut:
a. Menerima dan mencatat laporan permohonan advokasi hakim;

b. Telaah awal laporan permohonan advokasi hakim; dan

96
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€. Mengumpulkan informasi terkait laporan permohonan advokasi
hakim.

Penghubung Komisi Yudisial tidak memberikan rekomendasi langsung
tetapi berfokus pada memastikan validitas laporan melalui koordinasi,
investigasi, dan penelusuran mendalam. Proses advokasi hakim
mencakup tahapan penerimaan laporan, analisis awal, pengumpulan
bukti, hingga pengambilan keputusan oleh Komisi Yudisial Pusat. Dalam
implementasinya, seperti di wilayah Riau, Penghubung Komisi Yudisial
menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada surat tugas resmi,
melakukan koordinasi lintas lembaga, serta memastikan langkah yang
diambil sesuai prosedur dan peraturan.
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hakim oleh
Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan peraturan Komisi
Yudisial Riau Nomor 1 Tahun 2017, yaitu faktor pendukung dan
penghambat. Adapun faktor pendukungnya adalah kerjasama dan
keterbukaan terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran
martabat hakim dan komunikasi yang baik. Sedangkan faktor yang
menjadi penghambat pelaksanaan advokasi hakim oleh penghubung
komisi yudisial riau adalah terbatasnya sumber daya manusia, anggaran
penghubung komisi yudisial yang minim, penghubung komisi yudisial
riau tidak dapat melaksanakan tugas advokasi hakim secara mandiri, dan
hakim cenderung menyimpan peristiwa yang terkait perbuatan

merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
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©

g& Perspektif fiqih siyasah dalam pelaksanaan advokasi hakim oleh

; Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan peraturan Komisi

E’ Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 merupakan bagian dari prinsip siyasah

2 syar'iyyah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan (al-‘adl) dan

g menjaga stabilitas pemerintahan serta ketertiban umum. Advokasi

i terhadap hakim sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap aparat

“C?z_ penegak hukum yang amanah, agar pelaksanaan tugas kehakiman dapat

g;;; berjalan secara bebas, adil, dan tanpa intervensi yang tidak sah.

g pelaksanaan advokasi oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau menurut
figth siyasah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam
mewujudkan pemerintahan yang adil, menjaga kredibilitas lembaga
kehakiman, serta memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dalam
suasana yang aman, merdeka, dan berkeadilan.

B. Saran

w

;%." Untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berkeadilan,

gdiperlukan langkah nyata untuk memperkuat Penghubung Komisi Yudisial

E‘dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pemantauan dan pengawasan

gperilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun

%_2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi

nery wisey jireAg uejng jo A3

Yudisial di Daerah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah:

1.

Penguatan anggaran dan penambahan sumber daya manusia (SDM) yang

disesuaikan dengan kebutuhan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah
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Riau. Hal ini sangat penting mengingat luasnya wilayah kerja PKY Riau,
yang meliputi dua Pengadilan Tinggi, tujuh belas Pengadilan Negeri,
lima belas Pengadilan Agama, dan dua Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dukungan ini akan memungkinkan PKY Riau untuk melaksanakan tugas
dan perannya secara lebih optimal.

Perlu diadakannya peningkatan sosialisasi tentang tugas Penghubung
Komisi Yudisial terkait advokasi hakim ke pengadilan, Hakim, dan
masyarakat, karena di lapangan masih banyak hakim ataupun masyarakat
mengetahui tentang tugas Penghubung Komisi Yudisial berupa advokasi

hakim.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

nvrd visns NIn
o

%

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

f

b )

3,

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
g DAFTAR PUSTAKA
==
©  a. Buku
1)
A8Djazuli. Figh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2017)

w

A= Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan
=  Fathurrahman, ( Jakarta : Qistthi Press,2015)
=

AEistiqomah, Fungsi Pelaksanaan (actuating) Dalam Sunber Daya Manusia,
oy (Malang: UNM, 2016)

c
Agggowo. Actuating Dalam Pendidikan. (Bandung: Rosda Karya Press, 2008 )
©

Bupgin. M. Burhan. Penelitian Kualitatif. Bd. 2. (Jakarta: Prenada Media
5 Group.2007). h. 107.
c

Dajuli, Ahmad, Fiqih Siyasah. Impelementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam
Rambu-Rambu Syariah, ( Jakarta : Kencana, 2003)

Daryanto. Administrasi dan Manajemen Sekolah. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Gunawan. Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Ed. 1. (Jakarta:
PT Bumi Aksara. 2015).h. 143.

Hajar, dkk. Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir. (Pekanbaru:
Fakultas Syariah & Hukum, 2020)

Ill&m, Sanjaya dkk. “perjalanan 8 tahun Advokasi Hakim”, (2021)

Iqﬁal, Muhammad. Kontekstualisasi Doktrin  Politik Islam. (Jakarta
o Kencana,2014)

M;;nzhur, Ibnu. Lisn Al ,, Arab, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968)

=
m

Marsitiningsih dan Ardiana Hidayah. Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan
2.  Keluhuran Harkat Dan Martabat Hakim. (Universitas Palembang, 2017)
<

]
Mawardi. “Al-ahkam as- Sultaniyyah”. (Beirut: Dar al Kutub al- [Imiyyah, 1996)
Jﬁgstiyarsa, Djati dan Jhon Suprihanto. Manajemen Umum Sebuah Pengantar,
a Edisi Pertama. (Yogyakarta: BPFE, 2008)

e
Kgssay. Methodius. Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan
g Hakim di Indonesia. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. 2024). h.
& 62-63.

%]
K@)ir, Adies. Menyelamatkan Wakil Tuhan. (Jakarta: Merdeka Book, 2018)

100

nery wisey



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

%

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

f

b )

3,

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

101

@)

Kementrian Agama Repuplik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta:
& Quran Alfatih, 2019), h. 108.

o
Syarif, Mujar Ibnu & Khamami Zada. Figh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran

o  Politik Islam. (Jakarta: Erlangga. 2006). h. 16

N%)r, Juliansyah. Metode Penelitian. ( Jakarta, Prenamedia Group. 2016)
P. gondang Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung), 1985

Saﬁoepoetro, Santoso. Pelaksanaan Latihan. (Jakarta: Gramedia, 1982)
(0))

S@iyono. Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung : Alfabeta, 2015),
= Cet, Ke-22

©
SuKandarunidi. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
©  2004)
c

Sukarna. Dasar-dasar Manajemen. (Bandung: Manda Maju, 2011)

Sukarja. Ahmad. Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif
Fiqih Siyasah. (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2012). h. 141.

Syarifuddin, Amir. Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Padang:
Angkasa Raya, 1993)

Syekh, H.Abdul Halim Hasan. Tafsir Al-Ahkam. (Jakarta kencana, 2011),cet ke 2.

Taimyyah, Ibnu. “As- Siyasah As- Syar’iyyah fi Islah ar-Ra’l wa ar-
®  Ra ‘iyyah”.(Beirut: Dar Al-kitab al- ‘Arabi, 1998).
o8]

Tie Liang Gie, dan Sutarto. Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu

E Administrasi. (Yogyakarta: Karya Kencana, 1997)
W

Tt’%_nawati, Ernie dan Kurniawan Saifulah. Pengantar Manajemen, (Jakarta:
é Salemba Empat, 2009)

W’ZJ.S, Poerwadinata, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
m

b. Artikel/ Jurnal

A1

>
2

ul, Wahyu Jafar. “Figh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur “an Dan Al-Hadits,”
Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2018)

>
%UE’H“S

, Aztri Fithrayani, Efektivitas Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial Indonesia
Penghubung Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih, Jurisprudentie, Vol. 5,
No. 1, (2018), h. 218.

neny wisey jrred



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

%

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

f

b )

3,

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

102

@)

Effendi, Orien. Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman
& Perilaku Hakim. Jurnal Politica. Vol. 7. No. 2. (2020). h. 93

Ggsman, Delfina. & Aria Putra Rizal Pratama. Penghubung Komisi Yudisial
= Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman
g Perilku Hakim. University Of Bengkulu Law Journal. Vol. 6. No. 2. h. 114.

Hasan, Nur Kautsar. Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi
= Kode Etik Profesi Hakim. Jurnal Kertha Patrika. Vol. 40. No. 3. (2018).
C h.143.

Ikiisan, Oddie Moch. et.al. Efektifitas Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial
g’ (Study Periode 2016-2017). Jurnal Unimma. Vol. 13. No. 1. (2017). h. 11

w
Jafar, Wahyu Abdul. “Figh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur“an Dan Al-Hadits.”
- Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam. Vol. 3. No. 1. (2018).

— h.l.
©

La%oran Magang Melia melati, penghubung komisi yudisial riau 2023

Maharani, Citra Ayu Deswina. & Intan Hudzaifah Nur Rahma. Kebijakan
Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan. Jurnal Penelitian
IImu Hukum. Vol. 2. No. 2. (2024). h. 64.

Noviyanti. Tri. Et. al. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi
Yudisial di Jawa Tengah. Law Jurnal Diponegoro. Vol. 8. No. 4. (2019).
h. 2.280.

Mohamad Bagas Rio R, et. al, “Tinjavan Figh Siyasah terhadap Lembaga
Yudikatif di Indonesia”, Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan
;U") Studi Sosial, Vol. 5 No. 2., (2021), h. 242.

—
Ndthayati, Nunik. Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam

E UUD RI Tahun 1945. Jurnal Law And Justice. Vol. 1. No. 1. (2016). h. 10.
W

Pdfan, Fransiskus. Peran Sentral Komisi Yudisial dalam Menjaga Kehormatan dan
~"  Keluhuran Martabat Hakim. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol. 5. No. 1.
g (2025). h. 21-22

Rahman, Luthfi Ahmadani. et.al. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang
Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim.
Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol. 5. No. 1.( 2025). h. 9.

w2
m%;o 31819

tra, Fandi. “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, Jurnal
Ilmu Hukum, Vol. 1, Edisi 1, (2013)

¥re)

Savitri, Diah. Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam

Pengangkatan Hakim Agung, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 (2013)

neny wisey jrredg



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

%

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

f

b )

3,

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

103

@)

Suparto. Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan
~ Komisi Yudisial Perancis, UIR Law Review, Vol.03 No. 01 April 2019, hal.
o 22, diakses pada 322502095.pdf (core.ac.uk) Tanggal 15 mei tahun 2024.
1)

o C. Perundang-undangan

E

Inﬁonesia, Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945 Adalah
Nama Resmi Konstitusi Indonesia, Untuk Memudahkan, Selanjutnya
Disebut UUD 1945

n 3t

Indénesia, Undang-Undang Dasar 1945, lembaran UUD 1945 Pasal 24 ayat 1
g’ tentang kekuasaan kehakiman.

Ké;nmisi Yudisial, Peraturan Komisi yudisial No. 1 Tahun 2017, Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195 tentang Pembentukan,

2 Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, Pasal 4
&  PointD.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia,
No. 75, 1959 Pasal 20 Ayat (1) Huruf E, Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 Tentang Komisi Yudisial.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 106 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 13

Komisi Yudisial Repuplik Indonesia, “Penghubung Komisi Yudisial”, artikel dari
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky.
Diakses pada 1 Desember 2024.

d. Website

ISI 2338

Johan Fatzy, 3 fakta dibalik meninggalnya Hakim Pengadilan Negeri Medan,
liputan 6, 3 fakta dibalik meninggalnya Hakim PN Medan — News

liputan6.com diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

nBe

un

K%;lisi Yudisial. Wewenang dan Tugas, KY | Wewenang dan Tugas
(komisiyudisial.go.id) diakses pada tanggal 15 mei tahun 2024 pukul 14.30
wib

A1

o
Komisi Yudisial Repuplik Indonesia, “Penghubung Komisi Yudisial”, artikel dari

g) https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/liason_ky/liason_ky/about_ky.
5? Diakses pada 1 Desember 2024.
=
Méhkamah Agung, “Pengadilan”, https://pn-
larantuka.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan, diakses pada 18 Maret

2024.
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, “Komisi Yudisial Memiliki Empat Penghubung di Riau”,
artikel dari https://mediacenter.riau.go.id/amp/read/8630/komisi-yudisial-

miliki-empat-penghubung-di-riau, diakses pada 15 Oktober 2024.
ps://www.komisiyudisial.go.id/fronted/static conten/riau, diakses pada

Https://infopublik.id/galeri/foto/detail/11507, diakses pada 15 Oktober

Info publik, “ Pelantikan Penghubung komisi Yudisial”, artikel dari
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ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
"luf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_._\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PEDOMAN WAWANCARA

EH ©

:Pedoman wawancara Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung

oKomisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1

g Tahun 2017 Perspektif Figih Siyasah
“A. Tujuan
g Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

— penerapan Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial
g’Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif
2 Figih Siyasah. Adapun aspek yang diwawancarai sebagai berikut:
Q;g. Identitas diri
W a) Nama
=
b) Jabatan
c) Alamat
C. Pertanyaan penelitian:
1. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh Penghubung
Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1
Tahun 2017 Perspektif Figih Siyasah?

2. Apa peran utama Penghubung Komisi Yudisial dalam proses advokasi

@ hakim?

3. Bagaimana penanganan advokasi hakim terhadap 5 peristiwa Perbuatan
; merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim?

§4. Bagaimana upaya mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan
& keluhuran martabat hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi

Yudisial Riau?

o

Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan advokasi hakim oleh

IJATU

Penghubung Komisi Yudisial Riau?

S

Bagaimana perspektif figih siyasah Pelaksanaan Advokasi Hakim Oleh

Penghubung Komisi Yudisial Riau?
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ancara dengan Bu Dwi Susanti, S.H, selaku Asisten Bidang Laporan

antor Penghubung Komisi Yudisial Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sul{a

i®

pgarif Kasim Riau

Koordinator penghubung Komisi Yudisial Riau, Pada tanggal 01 November 2024
Mdsyarakat Penghubung Komisi Yudisial Riau, Pada tanggal 11 November 2024

Wawancara dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan, S. H., M.H, selaku
di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau

Waw.

d

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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pada tanggal 02

5

M. H, selaku Asisten Bidang

Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Riau, pada tanggal 11 November 2024

di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau

)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau m‘wmwm Islamic University of Sul arif Kasim Riau

Wawancara dengan Bu Yofika Pratiwi Saragih, S. H., M.H, selaku Asisten Bidang

Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Riau

D%’ember 2024 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.

Wawancara dengan Bapak Darwin, S. H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Asisten Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Ibu Dwi
Susanti, S. H, selaku Asisten bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi
Yudisial Wilayah Riau, Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S. H., M. H, selaku Asisten
Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau,
pada tanggal 02 Desember 2024, di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.

Foto bersama Bapak Hotman Parulian Siahaan, S. H., M. H, selaku Koordinator
Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Bapak Darwin, S. H., M. H, selaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

9YeH ®

SKripsi dengan judul PELAKSANAAN ADVOKASI HAKIM OLEH

PENGHUBUNG  KOMISI  YUDISIAL RIAU BERDASARKAN
{RATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF
QIH SIYASAH, yang ditulis oleh:

Z  Nama - MELIA MELATI

— NIM 12120422586

i Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah)

'L:flah di munagasvahkan pada:

) Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2015

o Waktu : 08:00 WIB

= Tempat ‘Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Lantai 2 (Dua)
c

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH
Ketua

Dr. H Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

ldp Mardiana M. A
=

Hénguji |

Firul Amri, M Ag

t<¥]
Pé_nguji [
9r. Ahmad Fauzi,S.Hi, M. A

Mengetahui:
Wakil Dekan |
Fakultas Syariah dan Hukum

e
[
—N—

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Y\¢., MA
NiP. 19711006200212100
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Kspada Yth.
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Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Figih Siyasah
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